
BUPATI MUSI RAWAS 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS 
NOMOR ��- TAHUN .2.{:f).3 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA BELITI 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUSI RAWAS, 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal 
Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Muara Beliti; 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, 
dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1821); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6887); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemcrintah Nomor 74 Tahun 2012 tcntang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

· Indonesia Nomor 5340); 
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran 
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupatcn Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi 
Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas 
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 
Nomor 1); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN 
MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH MUARA BELITI. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi 

Rawas. 
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit 

Umum Daerah Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas 
yang selanjutnya disingkat RSUD Muara Beliti. 

5. Badan Layanan Umum Dacrah yang selanjutnya 
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit 
pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat yang mempunyai flcksibilitas dalam 
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya. 

6. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang 
diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti 
Kabupaten Musi Rawas kepada masyarakat yang 
meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, 
dan pelayanan administrasi manajemen. 

7. 8tandar Pclayanan Minimal yang selanjutnya disingkat 
SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu 
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah 
yang berhak dipcroleh setiap warga sec:iru minirrnd ;c,lw � 
ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur 
layanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit 
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8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai 
dari tahapan pengumpulan data, perhitungan 
kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan 
rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan 
pemenuhan pelayanan dasar. 

9. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk 
memenuhi kebutuhan dasar warga negara 

10. Jenis Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam 
rangka penyediaan barang dan/ atau jasa yang berhak 
diperoleh oleh setiap pasien secara minimal. 

11. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang 
menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan 
kesehatan, yang di satu pihak dapat menimbulkan 
kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat 
kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata 
penyelenggaraannya sesuai dengan standar kode etik 
profesi yang telah ditetapkan. 

12. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam 
menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu 
pelayanan dilihat dari akses, efektifi.tas, efisiensi, 
keselamatan dan keamanan, kenyamanan, 
kesinarnbungan pelayanan, kompetensi teknis dan 
hubungan artar manusia berdasar standar World Health 
Organization. 

13. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang 
dicapai oleh suatu organisasai dalam mcnyediakan 
produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang 
kepada pelanggan. 

14. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan 
untuk mengevaluasi keadaan atau status dan 
memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap 
perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok 
ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan 
untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap 
besaran target atau standar yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 

15. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan 
berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai. 

16. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan 
untuk menjelaskan pengertian dari indikator. 

1 7. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi 
pengambilan data dari sumbcr data untuk tiap 
indikator. 

18. Periode Analisis adalah renta.ng waktu pelaksanaan 
kajian terhadap indikator kincrja yang dikumpulkan. 

19. Pembilang (numeratory adalah besaran sebagai nilai 
pembilang dalam rumus indikator kinerja. 

20. Penyebut (denumerator) adalah bcsaran sebagai nilai 
pembagi dalam rumus indikator kinerja. 

21. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang 
diharapkan bisa dicapai. 

22. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau 
keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang 
berhubungan langsung dengan persoalan. 



 

- 8 -

Pasal 16 
(1) Masa jabatan anggota dewan pengawai ditetapkan 

selama 5 (lima) tahun, dan dapat dianglet kembali 
untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 

(2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum 
waktunya oleh Bupati. 

(3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum 
waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila: 
a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 
b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan; 
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau 
d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan 

tindak pidana dan/ atau kesalahan yang berkaitan 
dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas 
BLUD. 

Pasal 17 
( 1) Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas 

untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas. 
(2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan 
Pengawas. 

Pasal 18 
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 
dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas 
dibebankan pada anggaran BLUD dan dimuat dalam RBA. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 19 

Peraturan Bupati 
diundangkan. 

llll mulai berlaku pada tanggal 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 

orang mengetahuinya, memerintahkan 

Rawas. 

Diundangkan di Muara Beliti 
pada tanggal ."t. NJVtJt'l�r .20,2.3 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MUSI RAWAS 
' 

dto 

AIDIL RUSMAN 

Peraturan Bupati m1 dengan 
dalam Serita Daerah Kabupaten Musi 

Ditetapkan di Muara Beliti 
pada tanggal H . f./OVtn?bfr 1023 
BUPATI MUSI RAWAS, 

dto 

RATNA MACHMUD 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN �?,NOMOR ."�. 
AI DENG AN ASLINY A 

,
c
n .... .._�AGIAN HUKUM 

S 
A NINGSIH, S.H 

1 
enata Tk. I 

NIP. 19710301 200604 2 006 


